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ABSTRAK

Di tetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara
memiliki tujuan dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur. Rencana tersebut telah diungkapkan Presiden Joko Widodo dimulai masa
jabatan keduanya. Undang-Undang tersebut berisi tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara yang sebagaimana pemerintahannya di pimpin oleh Kepala Otorita yang
memiliki kekhususan atas kedudukan dan kewenangan sebagaimana setingkat dengan
menteri, dan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan persiapan, pembangunan,
dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Skripsi ini menjawab
pertanyaan rumusan masalah yakni: bagaimana kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara ditinjau dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan
bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam tinjauan Figh Siyasah?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang
menggunakan teknik studi dokumen melalui pendekatan statue approach dan conceptual
approach, yang dianalisis menjadi kualitatif. Kemudian bahan hukum yang terkumpul
dianalisis menggunakan metode deduktif. Penelitian skripsi ini menganalisis tentang
kewenangan dan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditinjau dalam UU
Pemerintah Daerah dengan menggunakan analisis teori otonomi daerah serta ditunjau dalam
perspektif Figh siyasah dengan menggunakan konsep Imarah dan Wazir yang dianalisis
dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Hasil Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Terdapat Pasal-Pasal
dalam UU Ibu Kota Negara yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah
dan UUD NRI 1945, terkait kedudukan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara sebagai
pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan setingkat dengan menteri yang disebutnya
sebagai pembantu pemerintahan pusat. dipilih, diangkat dan diberhentikan Presiden,
kemudian pemerintahan Ibu Kota Nusantara meniadaakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengontrol lembaga eksekutif. Kemudian terkait
kewenangan Kepala Otorita yang diberikan kewenangan khusus yakni kewenangan delegatif
dan kewenangan atributif, yang melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan
pemindahan Ibu Kota Nusantara dimana kewenangan itu hanya dimiliki,oleh kepala otorita
karena pada UU Pemerintah Daerah tidak mengatur kewenangan kepala otorita, berbeda
dengan daerah lainnya yang memiliki, kewenangan khusus tetapi masih menganut prinsip
otonomi daerah. Meskipun mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri hamun
daerah lain tetap tunduk pada ketentuan UU Pemerintah Daerah. Kedua, menurut perspektif
Figh Siyasah kedudukan kepala otorita selaras dengan konsep Wazir yang bertanggung jawab
langsung kepada pemimpin tertinggi (Khalifah) dan kewenangan Kepala Otorita selaras
dengan konsep Imarah yang mengatur pemerintahan provinsi.

Dengan demikian, sesuai hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyarankan
untuk pemerintah seharusnya meninjau kembali terhadap Pasal-Pasal yang dinilai
inkostitusional dalam UU Ibu Kota Nusantara, yang nantinya kewenangan pemerintahan Ibu
Kota Nusantara harus disesuaikan dengan pemerintah daerah pada umumnya, dengan tetap
mengadakan lembaga legislatif DPRD sehingga masyarakat sekitar wilayah Ibu Kota
Nusantara turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahannya, hal tersebut nantinya akan
sesuai dengan prinsip pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Kekhususan, Otorita, Daerah Otonom
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